BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan analisis hukum pada bab
sebelumnya, permasalahan pemutusan hubungan kerja yang terjadi perlu dinilai
dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional sekaligus dalam perspektif
perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan sebagai bagian dari
hak ekonomi dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pekerjaan telah
memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana tercermin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap
orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Pengakuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk
pengaturan mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja yang menekankan

prinsip kehati-hatian, dialog, serta perlindungan terhadap pekerja.

Dalam konteks ini, pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata dipahami
sebagai kebijakan manajerial perusahaan, melainkan sebagai tindakan hukum yang
memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak ekonomi pekerja. Oleh
karena itu, setiap keputusan yang berdampak pada berakhirnya hubungan kerja
harus dilaksanakan melalui prosedur yang transparan, proporsional, dan sesuai
dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ketentuan hukum nasional pada dasarnya
menempatkan pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir setelah ditempuh

langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian secara dialogis.

Selain bersumber dari hukum nasional, Indonesia juga terikat pada berbagai
instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi, khususnya Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Sebagai
bagian dari hard law, kovenan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan. Kewajiban tersebut
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secara tidak langsung mempengaruhi praktik hubungan industrial, karena negara
melalui regulasi ketenagakerjaan wajib memastikan bahwa kebijakan perusahaan

tidak mengarah pada pembatasan hak pekerja secara sewenang-wenang.

Dalam perkembangan hukum HAM modern, pendekatan business and human
rights juga menempatkan entitas bisnis sebagai pihak yang memiliki tanggung
jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam aktivitas usahanya. Dengan
demikian, perusahaan tidak hanya dituntut patuh pada norma hukum nasional, tetapi
juga mempertimbangkan standar HAM internasional yang relevan sebagai bagian
dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks ini, standar
internasional tersebut berfungsi sebagai pedoman interpretatif dalam menilai
apakah suatu kebijakan perusahaan telah selaras dengan prinsip perlindungan hak

pekerja.

Penguatan terhadap hak atas pekerjaan juga tercermin dalam General Comment
No. 18 (2005) on the Right to Work yang dikeluarkan oleh Komite Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen ini, meskipun tergolong
soft law, memberikan penafsiran otoritatif bahwa hak atas pekerjaan mencakup
perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan secara tidak adil serta kewajiban untuk
memastikan adanya prosedur yang adil sebelum hubungan kerja diakhiri. Oleh
karena itu, keberadaan standar internasional tersebut menjadi relevan sebagai
pertimbangan normatif dalam menilai praktik pemutusan hubungan kerja di tingkat

nasional.

Berkaitan dengan fakta metodologis dalam penyusunan legal memorandum ini,
penulis telah berupaya melakukan klarifikasi kepada PT BRI Banjar sebagaimana
diuraikan dalam Bab IV, namun tidak diperoleh respons dari pihak perusahaan.
Fakta tersebut tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap substansi kebijakan
perusahaan, melainkan sebagai kondisi objektif yang membatasi perolehan
informasi secara seimbang. Dalam perspektif hubungan industrial, komunikasi
yang terbuka sebenarnya merupakan bagian penting dari prinsip itikad baik yang
diharapkan hadir dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada

pekerja.
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Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, dapat dipahami
bahwa legalitas suatu pemutusan hubungan kerja tidak hanya diukur dari
keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga dari kesesuaian prosedur dengan
prinsip perlindungan pekerja, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap
standar HAM nasional dan internasional yang relevan. Oleh karena itu, praktik
hubungan industrial idealnya dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan
kepentingan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan hak pekerja sebagai

subjek hukum.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, rekomendasi
hukum berikut disampaikan secara netral sebagai pertimbangan bagi para pihak
dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Dalam kerangka hukum
ketenagakerjaan nasional dan perkembangan hukum HAM internasional,
penyelesaian persoalan hubungan industrial pada dasarnya diarahkan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak
pekerja melalui mekanisme yang adil dan proporsional.

Bagi PT BRI Banjar, pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di masa
mendatang disarankan senantiasa mengacu pada ketentuan hukum nasional yang
berlaku serta mempertimbangkan standar perlindungan hak atas pekerjaan
sebagaimana diakui dalam instrumen HAM internasional yang telah mengikat
Indonesia. Evaluasi internal terhadap prosedur pemutusan hubungan kerja menjadi
penting guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui
tahapan yang transparan, rasional, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam
hubungan industrial. Dalam perspektif business and human rights, upaya membuka
ruang komunikasi dan Klarifikasi dengan pekerja terdampak juga dapat dipandang
sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja serta implementasi prinsip
tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagi pekerja terdampak, penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial secara bertahap tetap menjadi langkah yang relevan dalam
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rangka memperoleh kepastian hukum. Pendekatan dialogis melalui perundingan
bipartit maupun mediasi hubungan industrial pada dasarnya sejalan dengan prinsip
penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan keberlanjutan
hubungan kerja. Upaya tersebut juga mencerminkan implementasi perlindungan
hak atas pekerjaan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada
proses yang adil.

Secara bersama-sama, para pihak dianjurkan menempatkan penyelesaian
sengketa dalam kerangka penghormatan terhadap hukum nasional dan standar
HAM internasional sebagai landasan bersama. Pengintegrasian prinsip-prinsip
yang tercermin dalam ICESCR serta interpretasi melalui General Comment No. 18
dapat berfungsi sebagai pedoman etis dan normatif dalam mencegah praktik yang
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Pendekatan
demikian tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian perkara yang sedang
berlangsung, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih
stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, rekomendasi ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar
atau salahnya salah satu pihak, melainkan sebagai upaya mendorong praktik
hubungan industrial yang selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum,
serta penghormatan terhadap hak atas pekerjaan sebagai bagian integral dari

perlindungan hak asasi manusia.
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